BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN USER AKUN KEPALA PERANGKAT DAERAH,
ADMIN USER, VERIFIKATOR, DAN PENGISI DATA PADA APLIKASI

Menimbang :

Mengingat

SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION
DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan
pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS-NG) agar sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku, maka diperlukan adanya Penetapan
User Akun Kepala Perangkat Daerah, Admin User, Verifikator,
dan Pengisi Data Kabupaten Mimika pada Aplikasi SIKS-NG
Tahun 2025;

bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a,
perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5449);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata
Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Mimika Integrasi Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2024 Nomor 23}.

Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

User Akun Kepala Perangkat Daerah, Admin User, Verifikator,
dan Pengisi Data pada Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial
Next Generation Dinas Sosial Kabupaten Mimika Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
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KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan
ini bertugas:

1. Admin User membuat akun untuk pengisi data
desa/kelurahan atau nama lain;

2. Verifikator bertanggungjawab untuk memverifikasi dan
finalisasi usulan data dari pengisi data
Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan atau nama lain;

3. Pengisi data petugas yang bertanggungjawab untuk
melakukan input wusulan data maupun verifikasi
kalayakan tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 22 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SALINAN Keputusah ini disampaikan kepada Yth :

NOUALN =

8.

9.
1

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika,;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika,;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika
di Timika;

Kepala Dinas Sosial Kab. Mimika di Timika;

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
0. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 28 Tahun 2025

Tanggal,

22 Januari 2025

PENETAPAN USER AKUN KEPALA PERANGKAT DAERAH, ADMIN USER,
VERIFIKATOR, DAN PENGISI DATA PADA APLIKASI SISTEM
KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION

DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025
e B e s e L e e S e i P e A B TR Ao

JABATAN DALAM KEDUDUKAN
O Nabia # NP INSTANSI DALAM TIM
Kepala
1 Dr. Petrus Yumte, SH., M.Si Kepala Dinas Sosial Perangkat
NIP. 19650707 199712 1 001 P Daerah
(User Akun)
5 Velia Mokodompit, SE., MM geerplmz.lna Se;( St 0 Adinis, User
NIP. 19820905 200701 2 011 neguianga m
Kemiskinan
3 |Hasriaty, SE g:f;{; culan dansekSl Verifikator
NIP. 19851112 201510 2 001 neglranga erikato
Kemiskinan
Staf Honor pada Seksi w
; Pengisi Data
4 | Jutlein Awumbas Penanggulangan
o Kabupaten
Kemiskinan
Staf Hopor pada Seksi Pengisi Data
5 | Margaretha Finolia Kudiai, S.KG | Komunitas Adat Rebupaien
Terpencil
| IS)taf Honolr pada Seksi Pengisi Data
6 | Wilson Lumoly Changgulangan Kabupaten
Kemiskinan

Salinan sesuai dengan aslinya
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Pj. BUPATI MIMIKA,

ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN




